PERJANJIAN KERJASAMA

ANTARA

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. R. SOETIJONO BLORA
DENGAN

RUMAHM SAKIT UMUM DAERAH Dr. R. SOEPRAPTO CEPU

Tentang
MITRA BESTARI KREDENSIAL/ RE KREDENSIAL
DOKTER SPESIALIS

Nomor: 445, 0705 5 /W /022
Nomor: of/C.//3433/ W] 3082

Pada hari ini Jumat tanggal Satu bulan April Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua yang bertanda

tangan dibawah ini :

1. dr. Puji Basuki, M.Kes, Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. R. Soetijono Blora, dalam
hal ini bertindak untuk dan atas nama Rumah Sakit Umum Daerah dr. R. Soetijono Blora yang
berkedudukan di J1. Dr. Sutomo No.42, Blora, Tempelan, Kec. Blora, Kabupaten Blora, Jawa
Tengah 58219, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

2. dr. Fatkhur Rokhim , Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Dr. R Soeprapto Cepu,
berkedudukan dan berkantor di Jalan Ranggolawe No 50 Cepu, dalam hal ini
bertindak untuk dan atas nama serta mewakili Rumah Sakit Umum Daerah dr. R
Soeprapto Cepu, yang selanjutnya disebut PTHAK KEDUA.

Selanjutnya PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA disebut KEDUA BELAH PIHAK
sepakat untuk mengadakan perjanjian kerjasama.

Pasal 1
DASAR HUKUM

. Undang-undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

Undang-undang RI Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
Undang - Undang RI Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan;

. Peraturan Kementrian R Nomor 34 Tahun 2014 tentang Akreditasi Rumah Sakit;

U S

. Peraturan Pemerintah RI Nomor 50 Tahun 2007 tentang cara pelaksanaan kerjasama
Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia 4761) ;
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6. Keputusan Bupati Blora Nomor $00/709/2017 tentang pemberian ijin Operasional tetap

7.

kepada Rumah Sakit Umum Daerah dr. R Soetijono Blora;

Keputusan Direktur Rumeh Sakit .Wmum Daerah dr. R Soetijono Blora Nomor :

800/2437.3/2016 tentang kebijakan pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah dr. R. Soetijono
Blora.

PASAL 2
PRINSIP KERJASAMA

kerjasgma yang disepakati:oleh KEDUA BELAH PIHAK adalah perjanjian kerjasama Mitra
Bestari Kredensial/ Re-Kredensial Dokter Spesialis.

KEDUA BELAH PIHAK menyediakan Dokter Spesialis untuk melaksanakan Kredensial/
Re-Kredensial Dokter Spesialis.

PASAL 3.
RUANG LINGKUP

Mitra Bestari Kredensial/ Re-Kredensial Dokter Spesialis oleh KEDUA BELAH PIHAK.

PASAL 4

Kedua belah pihak BERSEDIA SALING MEMPERBANTUKAN sebagai mitra Bestari
Kredensial/ Re-Kredensial Dokter Spesialis di Rumah Sakit KEDUA BELAH PIHAK.

Hak dan kewajiban yang timbul berdasarkan perjanjian ini tidak dapat di alihkan oleh satu
pihak kepada siapapun tanpa persetujuan tertulis dari pihak lainnya.

Perjanjian ini akan mengikat para penerus; pihak yang menerima pengalihan wakil yang
berwenang dari masing-masing pihak.

PASAL 5
MASA BERLAKU PERJANIIAN

Perjanjian kerjasama ini berlaku selama 3 tahun terhitung mulai tanggal 1 April 2022 sampai
dengan 1 April 2025 dan secara otomatis akan diperpanjang dan dapat diperbaharut/
diperpanjang apabila dikehendaki oleh KEDUA BELAH PIHAK.

Perjanjia kerjasama ini dapat diperpanjang atas persetujuan KEDUA BELAH PIHAK dengan
ketentuan dan syarat-syarat yang akan ditentukan kemudian selambat-lambatnya 2 (dua)
bulan sebelum berakhirnya perjanjtan-kerjasama:ini. .
Pengakhiran perjanjian  kerjasama ini tidak membebaskan kedua belah pihak untuk
menyelesaikan kewajibannya yang sedang berjalan.




PASAL 6
PERSELISIHAN

1. Jika terjadi perselisihan atau perbedaan pendapat dala pelaksanaan perjanjian KEDUA
BELAH PIHAK setuju untuk menyelesaikan dengan cara musyawarah.

2. Bila penyelesaian dengan cara musyawarah sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat | tidak
tercapai mufakat, KEDUA BELAH PIHAK sepakat untuk menyelesaikan melalui pengadilan
yang disetujui oleh KEDUA BELAH PIHAK.

PASAL 7
DOKUMEN

Semua dokumen yang berhubungan dengan perjanjian ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan
dari surat perjanjian ini serta mengikat kedua belah pihak.

PASAL 8
PENUTUP

Perjanjian ini dibuat rangkap 2 (dua) masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama,
dibubuhi materai cukup kemudian ditandatangani oleh KEDUA BELAH PIHAK di Blora, pada
tanggal tersebut.

PIHAK KESATU
Soetijono Blora

.~

AT RS

TTRAuD
nr. 8. SCETIJONO

dr. Fatkhur Rokhim




SURAT PERJANJIAN KERJASAMA RUJUKAN

ANTARA

RUMAH SAKIT UMUM PERMATA BLORA

DENGAN

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DR.R S8OETIJONO BLORA

TENTANG

TENTANG PELAYANAN KESEHATAN RUJUKAN

Nomor : 128/PKS/IRSP/BLANVINN/2022
Nomor . 446.( 1 63%.:%./ Y\ .[222%

Pada hari ini Kamis tanggal Delapan Belas bulan Agustus tahun Dua Ribu Dua Puluh
Dua ( 18 - 08 — 2022 ), kami yang bertanda tangan dibawah ini :

dr. S.ADI WINARNO, MMR

dr. PUJI BASUKI,M.Kes

: Direktur Rumah Sakit Umum Permata

Blora yang berkedudukan dan berkantor
di Jalan Reksodiputro No. 57 Blora,
dalam hal ini bertindak dan atas nama
serta sah mewakili Rumah Sakit Umum
Permata Blora, yang untuk selanjutnya
disebut sebagai "PIHAK PERTAMA".

- Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. R.

Soetijono Blora , berkedudukan di JI. Dr.
Sutomo No. 42 Blora dalam hal ini bertindak
untuk dan atas nama Rumah Sakit Umum
Daerah dr. R. Soetijono Blorayang
selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Selanjutnya PIHAK PERTAMA DAN PIHAK KEDUA disebut KEDUA BELAH PIHAK.
O KEDUA BELAH PIHAK sepakat untuk mengadakan perjanjian kerjasama.

Halaman 1 dari 4 halaman

Parar@}ak 1 | Paraf :l’ihak 2
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PASAL 1
MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan dari perjanjian kerjasama rujukan ini adalah untuk meningkatkan kualitas
dan jenis pemeriksaan yang dapat diberikan sebagai layanan oleh PIHAK PERTAMA kepada
penderita di RS PERMATA BLORA berupa pemeriksaan-pemeriksaan yang tidak dikerjakan
oleh PIHAK PERTAMA sehingga memeriukan rujukan ke tempat PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA setuju dengan mengirimkan pemeriksaan kepada PIHAK KEDUA dan
PIHAK KEDUA setuju untuk menerima dan melakukan pemeriksaan dengan yang diminta
oleh PIHAK PERTAMA tersebut,-termasuk didalamnya adalah pemeriksaan radiologi, laborat,
dll.

PASAL 2
SYARAT PEMERIKSAAN

Pasien yang dikirim oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA merupakan pasien umum
ataupun pasien penjaminan yang membutuhkan pemeriksaan lebih lanjut yang tidak bisa
dilakukan di Rumah Sakit Umum Permata Blora.

Pasien yang dikirim oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA sebaiknya dilengkapi
dengan identitas yang lengkap, berupa : nama pasien, nama dokter, tanggal periksa, jenis
pemeriksaan, kondisi paisen (misal: puasa, minum obat, dan lain-lain), dan lain-lain.

Pasien yang akan dikirim oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA sebaiknya dilakukan
pemberitahuan melalui telephone atau alat komunikasi lain kepada PIHAK KEDUA sebelum
paisen diberangkatkan.

Untuk keamanan pasien, maka dalam hal pengiriman pasien harus ada pendamping oleh
tenaga paramedise keperawatan dari PIHAK PERTAMA

Dalam hal prosedur pemeriksaan yang dirujuk, PIHAK PERTAMA mengikuti aturan dan
kebijakan yang berlaku di PIHAK KEDUA.

Apabila selama pemeriksaan atau pasca pemeriksaan keadaan pasien memburuk dan tidak
‘Transsportable’ ke tempat PIHAK PERTAMA kembali, maka diperiukan alih rawat ke PIHAK
KEDUA dan akan diatur sesuai prosedur yang berlaku di PIHAK KEDUA.

PASAL 3
HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

PIHAK PERTAMA berhak untuk mengirimkan Pasien kepada PIHAK KEDUA untuk
dilakukannya pemeriksaan, sesuai dengan jenis pemeriksaan yang diminta oleh PIHAK

PERTAMA. _
PIHAK PERTAMA berkewajiban membuatkan surat rujukan atas pasien yang dikirim Kepada

PIHAK KEDUA
PIHAK PERTAMA berkewajiban memenuhi pembayaran atas biaya pelayanan pemeriksaan

yang timbul, sesuai jenis pemeriksaan dan jumlah pemeriksaan yang dikiim ke PIHAK

KEDUA.
PIHAK KEDUA berkewajiban mengirimkan surat rujukan balik kepada PIHAK PERTAMA

apabila pasien telah ditangani dengan paripurna oleh PIHAK KEDUA. ™
PIHAK KEDUA berkewajiban memberikan bukti pengendalian mutu pelayanan yang diakui (

misal : terakreditasi atau ISO ).

Halaman 2 dari 4 halaman
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PIHAK KEDUA berkewajiban memberikan daftar dokter yang berkompetensi pada bidangnya
masing-masing.

PIHAK KEDUA berkewajiban untuk melakukan pemeriksaan yang dikiim oleh PIHAK
PERTAMA, dengan sebaik-baiknya, dan sesuai standart pelayanan yang berlaku.

PASAL 4
PENANGGUNG JAWAB HARIAN

Penanggung jawab harian yang ditetapkan oleh PIHAK PERTAMA adalah :

Nama : dr.S. Adi Winarno,MMR

Jabatan : Direktur Rumah Sakit Permata Blora
Alamat : JI Reksodiputro no 57 Blora

No Telp/Fax :(0296) 531624/ (0296) 532261

Email : rs.permata@yahoo.com

Penanggung jawab harian yang ditetapkan oleh PIHAK KEDUA adalah :

Nama : dr. Puji Basuki,M.Kes
Jabatan : Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr.R. Soetijono Blora
Alamat : JI. Dr.Sutomo No. 42 Blora
Np Telp/Fax : (0296) 531118/ (0296) 531504
Email : rsublora@yahoo.com
PASAL 5

MASA BERLAKU PERJANJIAN

Perjanjian ini berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal 18 Agustus 2022 sd 18
Agustus 2025.

Perjanjian kerja sama ini dapat diperpanjang atas persetujuan kedua belah pihak dengan
ketentuan dan syarat-syarat yang akan ditentukan kemudian selambat-lambatnya 2 (dua)
bulan sebelum berakhirnya perjanjian kerja sama ini.

Pengakhiran perjanjian kerja sama ini tidak membebaskan kedua belah pihak untuk
menyelesaikan kewajibannya yang sedang berjalan.

PASAL 6
PENGAKHIRAN/PEMBATALAN

Kedua Belah Pihak dapat mengakhiri Perjanjian sesuai dengan ketentuan- ketentuan berikut :

a. setelah menyampaikan pemberitahuan tertulis sedikitnya enam puluh (60) hari
sebelumnya kepada Pihak lainnya; atau o

b. jika salah satu Pihak melakukan pelanggaran atas salah satu ketentuan dalam Pel‘jan]!an
ini dan tidak dapat memperbaiki pelanggaran yang dilakukannya tersebut selama tiga
puluh (30) hari sejak penerimaan pemberitahuan dari Pihak lain mengenai pelanggaran

yang dilakukannya _ ) )
. Pengakhiran Perjanjian ini sama sekali tidak mempengaruhi kewajiban-kewajiban Kedua
Belah Pihak hingga saat terjadinya hal tersebut atau yang timbul sebelum tanggal

pengakhiran Perjanjian tersebut. .

Halaman 3 dari 4 halaman

Paraf ﬁhﬂk 1 Paraat‘ihak 2
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PASAL 7
FORCE MAJEURE

Yang dimaksud dengan force majeure adalah semua hal dapat mempangaruhi pelaksanaan
perjanjian ini dan diluar kekuasaan Kedua Belah Pihak, saperti pamogokan, gempa bumi,
huru-hara, perang adanya Peraturan Pemerintah Pusat atau Daerah, dan lain-lain, sehingga

Salah Satu Pihak tidak dapat melaksanakan pekerjaan secara wajar.
Apabila terjadi Force Majeure, maka pihak yang terkena harus memberitahukan secara tertulis
kepada pihak lainnya dalam waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah terjadirya force

majeure.
Penentuan dan penyelesaian akibat force majeure ini dilakukan secara musyawarah oleh

kedua belah pihak.

PASAL 8
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Selama masa berlaku perjanjian ini PIHAK PERTAMA dan / atau PIHAK KEDUA dapat
menghentikan perjanjian, apabila salah satu pihak tidak memenuhi isi atau pasal atau pasal-
pasal dalam perjanjian.

Kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikan segala perselisihan yang timbul sebagai
berikut perjanjian ini dengan cara musyawarah untuk mufakat, dan bila tidak terjadi tercapai
kedua belah pihak sepakat untuk sepakat untuk mengajukan perselisinan melalui Pengadilan
Negeri Blora.

PASAL 9
LAIN-LAIN

Hal-hal yang mungkin timbul sehubungan dengan pelaksaan perjanjian ini akan diselesaikan dan
diatur bersama di kemudian hari atas dasar persetujuan bersama dan merupakan bagian yang

mengikat serta tidak terpisahkan dari perjanjian ini.

PASAL 10
PENUTUP

Surat perjanjian kerjasama ini dibuat dan ditandatangani di Blora dalam rangkap 2 (dua) dilengkapi
dengan materai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, amsing-masing untuk PIHAK

PERTAMA dan PIHAK KEDUA .
PIHAK KEDUA PIHAK PERTAMA
RSUD DR.R SQETIJONO RUMAH SAKIT UMH!}! PERMATA

ﬁRA ,

Direktur

Halaman 4 dari 4 halaman
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PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
RS PKU MUHAMMADIYAH BLORA

DENGAN

RSUD Dr. R. SOETIJONO BLORA
TENTANG

PELAYANAN RUJUKAN PASIEN

Nomor : 001/PKS/IV.6.AU/J/1/2020

Nomor : 445 / 0002.181

Pada hari ini Kamis tanggal dua bulan Januari tahun dua ribu dua puluh (02-01-2020) kami yang
C- bertnda tangan di bawah ini :
1. dr. Arief Tajally Adhiatma, M.HKes. : Direktur RS PKU Muhammadiyah Blora,
| berkedudukan di J1. Blora - Cepu Km. 03 Seso,
Jepon dan bertindak untuk dan atas nama serta
mewakili RS PKU Muhammadiyah Blora, untuk
selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.

2. dr. Nugroho Adiwarso, Sp.OG. ' - Direktur RSUD dr. R. Soetijono Blora,
berkedudukan di Jalan Dr. Sutomo No.42 Blora,
dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Rumah
Sakit Umum Daerah Dr. R. Soetijono Blora yang

C" selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Bahwa PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut “PARA
PIHAK?” atau Pihak Pengirim Rujukan dan Pihak Penerima Rujukan dan secara sendiri-
sendri disebut “pihak”. PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerjasama

tentang Pelayanan Rujukan Pasien dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut

PASAL 1
KETENTUAN UMUM

1. Kecuali apabila ditentukan lain dalam Perjanjian ini, istilah-istilah dan frase-frase di bawah ini
memiliki pengertian-pengertian sebagai berikut :

Paraf
Pihak I Pihak II
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a. RS PKU Muhammadiyah Blora adalah Rumah Sakit kelas D yang memberikan layanan
kesehatan tingkat lanjut

b. RSUD Dr. R. SOETIJONO BLORA adalah institusi pelayanan kesehatan yang
menyelenggarakan pelayanan kesehatan dibawah Pemerintah Kabupaten Blora menyediakan
pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat yang beralamat di JI. DR Sutomo,
Blora.

c. Pasien adalah setiap orang yang melakukan konsultasi masalah kesehatannya untuk
memperoleh pelayanan kesehatan yang diperlukan, baik secara langsung maupun tidak
langsung di sarana pelayanan kesehaatan.

d. Rujukan Pasien adalah rujukan pelayanan pasien rawat jalan dan rawat inap yang dirujuk
baik dari Rumah Sakit PIHAK PERTAMA ke Rumah Sakit PIHAK KEDUA, maupun
sebaliknya.

e. Surat Rujukan adalah surat yang dibuat oleh dokter yang berisi pelimpahan tugas dan
tanggung jawab pelayanan keschatan secara timbak balik baik secara vertikal maupun
horizontal.

f. Pihak Pengirim Rujukan adalah Pihak yang mengirimkan rujukan pasien ke Rumah Sakit
Pihak Penerima Rujukan berdasarkan surat rujukan dari dokter Rumah Sakit perujuk
untuk mendaptkan pelayanan lebih lanjut.

g. Pihak Penerima Rujukan adalah Pihak yang menerima rujukan pasien dari Rumah Sakit
rujukan berdasarkan surat rujukan dari dokter Rumah Sakit rujukan berdasarkan surat
rujukan dari dokter Rumah Sakit perujuk untuk mendaptkan pelayanan lebih lanjut.

h. Sistem Rujukan adalah penyelenggaran pelayanan kesehatan kesehatan yang mengatur
pelimpahan tugas dan tanggung jawab pelyanan kesehatan secara timbal balik vertikal
maupun horizontal.

i.  Surat Jaminan adalah surat yang dikeluarkan oleh Pihak yang merujuk sebagai pengantar
bagi pasien untuk mendapatkan pelayanan dan merupakan jaminan pembayaran atas
pelayanan yang akan dilaksanakan di rumah sakit penerima rujukan yang ditanda tangani
oleh Pimpinan Rumah Sakit yang merujuk.

2. PARA PIHAK sepakat bhwa dalam perjanjian ini :

a. Judul suatu pasal atau ayat semata-mata hanya untuk kemudahan saja dan tidak dapat
dianggap mempunyai arti dalam menafsirkan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dalam
Perjanjian ini.

b. Kata-kata dalam bentuk tunggal dapat mencakup bentuk jamak dan sebaliknya.

Paraf

Pihak I Pihak II

A t

-



C.

Kata yang menyatakan kata ganti orang dapat mencakup kata ganti benda, termasuk

perseorngan, perusahaan, kemitraan, asosiasi, bentuk kerjasama lainnya, pemerintahan, dan

badan-badan pemerintah.
Setiap dan semua lampiran yang disebut dan dilampirkan pada Perjanjian ini, merupakan

satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

PASAL 2
DASAR PERJANJIAN KERJASAMA

PARA PIHAK mengadakan Perjanjian kerjasama ini didasarkan atas kesepakatan bersama
dalam memenuhi kebutuhan dan kepentingan bersama untuk melaksanakan sistem rujukan

pelayanan kesehatan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

O PASAL 3
RUANG LINGKUP
1. Ruang lingkup kerja sama adalah pelaksanaan Sistem Rujukan pelayanan kesehatan yang
meliputi :
a. Pelayanan Rawat Jalan
b. Pelayanan Rawat Inap
c. Pelayanan Rawat Darurat
d. Pelayanan Penunjang Medik

2. Pelaksanaan sistem rujukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah rujukan vertikal dimana
PIHAK KEDUA sebagai tempat pelayanan kesehatan tingkat kedua akan merujuk ke rumah

® .

sakit PTHAK PERTAMA atau sebaliknya dengan sistem rujuk balik meliputi :

Pelayanan PIHAK PERTAMA :

1) . Pemeriksaan Diagnostik : Echocariografi, Treadmill, USG 4D, Rontgen dll.
2) Pemeriksaan Penunjang Laboratorium, Pemeriksaan Radilogi dan Fisioterapi
3) Operasi/ Tindakan medis

4) Pelayanan Farmasi

5) Rawat Inap

6) Rawat Jalan

7) HIV AIDS, TB DOTS, PONEK

Pelayanan PIHAK KEDUA :

1) Pemeriksaan Radiologi

2) Pelayanan Farmasi.

Paraf
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3) Pemeriksaan Laboratorium.

4) Pemeriksaan Diagnostik Echocardiografi, Endokopi (Gastroskopi, Kolonoskopi, dan
Bronkoskopi), Treadmil, Audiometri, Spirometri, Tes Cepat Molekur GenExpert, USG
Mata. MSCT 128 Slice, C-Arm, Tes oae, Uroflometry, CT-Scan 16 Slices ,USG 4D, dll).

5) Operasi / Tindakan medis.

6) Pelayanan Rawat Sehari (One Day SURGERY): Fakoemulsifikasi, ESWL.

7) HIV AIDS, TB DOTS, PONEK.

8) Rawat Inap.

9) Rawat Jalan. i

3. Untuk menjamin mutu pelayanan, masing-masing Pihak berhak mendapatkan hasil penetapn

mutu internal dan mutu external dari Pihak lainnya secara periodik.

PASAL 4
PROSEDUR RUJUKAN

1. PARA PIHAK akan merujuk pasien ke Rumah Sakit milik Pihak Penerima Rujukan apabila :
a. Pasien membutuhkan pelayanan kesehatan spesialistik atau sub spesialistik;

b. Pihak Pengirim Rujukan tidak dapat memberikan pelayanan kesehatan sesuai dengan
kebutuhan pasien karena keterbatasan fasilitas, peralatan dan/ atau ketenagaan.

2. Rumah Sakit Penerima Rujukan akan merujuk kembali pasien ke Rumah Sakit Pemberi
Rujukan apabila :

a. Permasalahan kesehatan pasien dapat ditangani oleh Pihak Pengirim Rujukan sesuai dengan
komptesi dan kewenangannya sebagai tempat pelayanan kesehatan tingkat dua.

b. Pasien membutuhkan pelayanan lanjutan kesehatan untuk alasan kemudahan, efisiensi dan
pelayanan jangka panjang.

c. Pasien menginginkan dirujuk kembali ke rumah sakit milik Pihak Pengirim Rujukan karena
faktor domisili.

d. Pihak Penerima Rujukan tidak dapat memberikan pelayanan kesehatan sesuai dengan
kebutuhan pasien karena keterbatasan sarana, prasarna, peralatan dan/ atau ketenagaan.

3. Pihak Rumah Sakit yang akan merujuk dan/atau PARA PIHAK yang akan merujuk kembali
pasien harus mendapatkan persetujuan dari pasien dan/atau keluarga pasien setelah diberi
penjelasan dari tenaga kesehatan yang berwenang.

4. Penjelasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sekurang-kurangnya meliputi:

a. Diagnosis dan terapi dan/atau tindakan medis yang diperlukan
b. Lasan dan tujuan dilakukan rujukan

Paraf
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c. Risiko yang dapat timbul apabila rujukan tidak dilakukan
d. Transportasi rujukan dan
e. Risiko atau penyulit yang dapat timbul selama dalam perjalanan
5. PARA PIHAK dapat merujuk pasien secara parsial yaitu untuk mendapatkan pelayanan
pemeriksaan diagnostik dan atau tindakan medis tertentu, dimana pasien dapat dirawat kembali

oleh Pihak Pengirm Rujukan dengan melakukan konfirmasi terlebih dahulu ke Pihak
Penerima Rujukan mengenai rujukan parsial tersebut.

PASAL S
KONTROL MUTU
Untuk menjamin mutu pelayanan, masing-masing Pihak berhak mendapatkan hasil pemantapan
mutu internal dan mutu external dari pihak lainnya secara periodik. Sebagai berikut :
a. Mutu pelayanan Radiologi antara lain :
e Sertifikasi akreditasi ramah sakit.

Hasil kalibrasi atau uji kesesuaian pesawat atau peralatan (Rontgen, CT-Scan, USG) setiap 1
(satu) tahun sekali

e Lampiran tarif pelayanan radiologi

b. Mutu pelayanan Laboratorium antara lain :
e Sertifikasi pemantapan mutu eksternal laboratorium setiap 1 (satu) tahun sekali
¢  Hasil kontrol mutu pemerikaan laboratorium

e Lampiran tarif pelayanan laboratorium

PASAL 6
KETENTUAN PELAYANAN
1. Pasien yang akan dirujuk oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA dan/atau
sebaliknya harus :

a. Dilakukan pertolongan pertama dan/atau tindakan stabilitas kondisi pasien sesuai indikasi
medis serta sesuai dengan penerima kemampuan untuk tujuan keselamatan pasien selama
pelaksanaan rujukan.

b. Melakukan komunikasi dengan penerima rujukan dan memastikan bahwa penerima rujukan
dapat menerima pasien dalam hal keadaan pasien gawat darurat

c. Membuat surat pengantar rujukan/ surat rujukan yang sekurang-kurangnya memuat :
1) Identitas pasien
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2) Hasil pemeriksaan (anamnesis, pemeriksaan fisik dan pemeriksaan penunjang) yang telah
dilakukan

3) Diagnosis kerja

4) Terapi dan/atau tindakan yang telah diberikan

5) Tujuan rujukan dan

6) Nama dan tanda tangan tenaga kesehatan yang memberikan pelayanan.

Pihak Pengirim Rujukan menyertakan surat jaminan pada saat mengirim pasien ke Pihak
Penerima rujukan.

2. Komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, wajib ditanggapi oleh Pihak yang
menerima rujukan sebgai berikut :

a.

Menginformasikan mengenai ketersediaan sarana dan prasarana serta kompetensi dan
ketersediaan tenaga kesehatan, dan

Memberikan pertimbangan medisatas kondisi pasien.

Melakukan komunikasi dengan bagian pendaftaran Pihak Penerima Rujukan untuk
mendaftarkan pemeriksaan/tindakan yang dikehendaki bagi pasien oleh Pihak Pengirim
Rujukan. Setelah proses pendaftaran selesai, petugas pendaftaran Pihak Penerima
Rujukan akan menghubungkan tenaga kesehatan dari Pihak Pengirim Rujukan dengan
tenaga kesehatan yang berwenang pada bagian / ruang pada Pihak Penerima Rujukan.
Mendapatkan konfirmasi dari tenaga kesehatan yang berwenang yang bagian / ruang pada
Pihak Penerima Rujukan yang akan melayani pasien untuk hal-hal yang butuhkan bagi
pelayanan pasien antara lain : syarat-syarat untuk persiapan pasien yang akan dilakukan
pemeriksaan penunjang / tindakan, obat / alat medis / bahan habis pakai / darah / komponen
darah yang harus disertakan pada pengiriman pasien, hari dan jam pengiriman, serta
pendamping minimal bagi pasien yang dirujuk.

Apabila dibutuhkan, Pihak Pengirim Rujukan dapat memesan Ambulans dengan tenaga
kesehatan yang sesuai ke Pihak Penerima Rujukan untuk proses rujukan parsial pada
jadwal yang telah ditetapkan. Biaya yang timbul akibat pelayanan ambulans dibebankan ke
Pihak Pengirim Rujukan.

PARA PIHAK hanya menerima pasien sesuai dengan kemampuan pelayanan Diagnostik

Imaging dan Laboratorium medik yang tersedia di masing-masing Pihak.

Dalam hal membutuhkan laporan medis, maka Pihak Pengirim Rujukan menjamin telah

memiliki otoritas dari pasien dan bertanggung jawab terhadap segala resiko yang timbul dari

pernyerahan laporan medis tersebut. -
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PASAL 7

TRANSPORTASI
Transportasi untuk rujukan dilakukan sesuai dengan kondisi pasien dan ketersediaan sarana
transportasi yang ada di Pihak Pengirim Rujukan.
Pasien yang memerlukan asuhan medis terus menerus harus dirujuk dengan ambulans dan

didampingi oleh tenaga kesehatan yang kompeten dari Pihak Pengirim Rujukan.

_ Dalam hal tidak tersedia ambulan pada fasilitas pelayanan kesehatan Pihak Pengirim Rujukan,

maka rujukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dilkukan dengan menggunakan alat

transportasi lain yang layak atau meminta bantuan ambulance dari Pihak Penerima Rujukan.

Tata cara permintaan Ambulance dari Pihak Penerima Rujukan :

a. Meminta pelayanan ambulans dengan tenaga kesehatan pendamping pasien rujukan parsial
pada saat mendaftarkan pasien ke Pihak Penerima Rujukan.

b. Memberi keterangan yang sejelas-jelasnya tentang kondisi pasien yang akan dirujuk parsial
kepada petugas yang melayani permintaan ambulans dari Pihak Penerima Rujukan.
Petugas Ambulans akan menentukan jenis Ambulans dan jumlah tenaga kesehatan yng
dibutuhkan berdasarkan keterangan dari Pihak Pengirim Rujukan.

c. Pihak Penerima Rujukan akan meminta bukti pelayanan dan surat jaminan dari pimpinan

Pihak Pengirim Rujukan saat menjemput pasien di rumah sakit Pihak Pengirim
Rujukan.

d. Ketentuan pelayanan Ambulance disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku.
e. Tarif Ambulance sesuai dengan tarif yang berlaku dimasing-masing Pihak.

. PARA PIHAK dapat saling meminjamkan ambulans termasuk ambulans emergency selama

ambulans tidak sedang digunakan dengan cara melakukan konfirmasi terlebih dahulu.

PASAL 8
PENERIMA RUJUKAN

. Rujukan dianggap telah terjadi apabila pasien telah diterima oleh Pihak Penerima Rujukan.

Pihak Penerima Rujukan bertanggung jawab untuk melakukan pelayanan kesehatan lanjutan
sejak menerima rujukan,

. Pelayanan kesehatan sebagaimana tersebut pada ayat (2) wajib diberikan dengan baik sesuai

dengan diagnosa dan merupakan perawatan yang normal (standart) untuk jenis penyakit atau
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luka badan yang diderita serta sesuai dengan standart praktek kedokteran yang baik dan etika
medis yang berlaku,

Pihak Pencrima Rujukan wajib memberikan informasi kepada perujuk mengenai
perkembangan keadaan pasien setelah selesai memberikan pelayanan.

PASAL 9
SANKSI DAN PEMBATALAN
1. Pelanggaran terhadap ketentuan dalam Perjanjian ini oleh salah satu PIHAK dapat berakibat
putusnya perjanjian ini apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal diterimanya
surat pemberitahuan dari Pihak lainnya tentang pelanggaran tersebut.
2. Pembatalan perjanjian kerjasama ini tidak membebaskan PARA PIHAK untuk menyelesaikan
hak dan kewajibannya yang sedang berjalan.

O 3. Apabila Pasal 9 Ayat 4 tidak dapat dipenuhi Pihak Pengirim Rujukan maka pembayaran
Pelayanan Kesehatan wajib dilunasi Pihak Pengirim Rujukan paling lambat 14 (empat belas)
hari sejak tanggal tagihan diterima lengkap oleh Pihak Pengirim Rujukan. Apabila lebih dari
14 (empat belas) hari maka dikenakan denda penambahan 1% (satu per mil) dari total tagihan
per hari dan maksimal 5% (lima persen) perbulan total tagihan dari keterlambatan kewajibannya
untuk melunasi tagihan dan denda keterlambatan yang diajukan Pihak Pengirim Rujukan.

PASAL 10
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

. Apabila timbul perbedaan pendapat atau perselisihan antara PARA PIHAK mengenai perjanjian

: kerjasama ini, maka diutamakan penyelesaiannya untuk dilakukan secara musyawarah dan
6 mufakat.
Bila tidak diperoleh penyelesaian dengan cara musyawarah dan mufakat, maka Pihak yang
merasa dirugikan dapat mengajukan perselisihan ini untuk diselesaikan malalui jalur hukum
yang berlaku.
3. PARA PIHAK setuju untuk penyelesaian ini telah memilih tempat kedudukan yang tetap dan

sah di Kantor Panitera Pengadilan Negeri Blora.

PASAL 11
FORCE MAJEURE (KEADAAN MEMAKSA)
1. Yang dimaksud Force Majeure dalam perjanjian kerja sama ini adalah peristiwa-peristiwa yang

terjadi diluar kekuasaan kedua belah pihak yang berakibat tmp%mlﬁmmm
ar
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kerja sama ini. Peristiwa yang dimaksud adalah seperti : gempa bumi, angin topan, banjir,
kebakaran, tanah longsor, wabah penyakit, pemogokan umum, huru — hara, sabotase, perang,

pemberontakan, revolusi dan peraturan kebijaksanaan pemerintah/ penguasa.

2. Apabila terjadi Force Majeure seperti tersebut pada ayat (1) Pasal ini, maka Pihak yang terkena

Force Majeure harus memberitahukan secara tertulis kepada Pihak lainnya selambat-lambatnya
dalam waktu 1 (satu) bulan sejak terjadinya periatiwa atau berakhirnya kejadian sebagaimana
pada ayat 1 (satu) Pasal ini.

3. Setiap terjadi keadan Force Majeure, semua surat keterangan yng menyatakan terjadinya
peristiwa keadaan Force Maijeure tersebut yang dibuat oleh pihak yang mengalami peristiwa
keadaan Force Majeure, wajib disyahkan oleh instansi pemerintah setempat yang berwenang,
yang menyatakan apa, kapan, dimana, siapa, dan sebagaimana Force Majeure tersebut terjadi.

PASAL 12
JANGKA WAKTU PERJANJIAN KERJA SAMA

1. Perjanjian kerja sama ini berlaku selama 2 (dua) tahun terhitung mulai tanggal 01 (Satu) bulan
Januari tahun 2020 (01-01-2020) sampai dengan tanggal 31 (tiga puluh satu) bulan Desember
tahun dua ribu dua puluh dua (31-12-2022) dan akan tetap berlaku sampai salah satu Pihak
memutuskan Perjanjian ini dan dapat diperpanjang masa berlakunya.

2 PARA PIHAK berhak mengusulkan mengakhiri Perjanjian dengan menympaikannya secara
tertulis kepada Pihak lain 3 (tiga) bulan sebelum tanggal berakhimya Perjanjian yang
diinginkan.

3. Salah satu Pihak dapat dapat memutuskan Perjanjian ini segera dan seketika apabila Pihak

lainnya dalam keadaan tidak mampu secara hukum untuk menjalankan kewajibannya dalam

Perjanjian ini.

4. Pihak yang mengusulkan mengakhiri Perjanjian ini dapat mengirimkan pemutusan Perjanjian

kepada PIHAK PERTAMA apabila PIHA KEDUA melakukan kelalaian atau wanprestasi
terhadap ketentuan-ketentuan perjanjian ini. Apbila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari
Pihak yang diputuskan tidak memperbaiki kelalaian atau wanprestasi tersebut mak Perjanjian ini
akan dianggap berakhir. Berakhirnya perjnjian ini tidak mengurangi kewajiban PARA PIHAK
untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya yang tercantum dalam Perjanjian.

5. Pengakhiran perjanjian kerja sama ini tidak membebaskan kedua belah Pihak untuk
menyelesaikan kewajibannya yang sedang berjalan.

PASAL 13
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. Hal — hal yang belum diatur dalam perjanjian kerjasama ini akan

KETENTUAN LAIN - LAIN

berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.

Segala perubahan, perbaikan maupun penambahan terhadap pe

dibuat addendum atau amandemen berdasarkan persetujuan PARA PIHAKyang merupakan

bagian terpisahkan dari perjanj ian kerja sama ini.

Surat pemberitahuan atau surat-menyurat sehubungan dengan perjanjian

disampaikan dengan alamat-alamat kepada :

PIHAK PERTAMA
Nama |

Jabatan / Bagian

No. HP

Nama Il

Jabatan / Bagian

No. HP

Alamat Surat

Nomor Telepon/ Fax

Alamat Email

PIHAK KEDUA
Nama I

Jabatan / Bagian
Alamat Surat

Nomor Telepon / Fax

Alamat Email

. RS PKU Muhammadiyah BLORA
: Novian Noor Pudyono, SH

: Kepala Urusan Humas dan Pencitraan
: 081226046229

: Agus Susanto

: Kepala Urusan Kesekretariatan

: 082324995777

: J1. Raya Blora — Cepu Km. 3 Seso, Kec. Jepon
: (0296) 532257 / (0296) 525634
: rsmuhblora@gmail.com

: RSUD Dr. R. SOETIJONO BLORA

PASAL 14
PENUTUP

ditentukan kemudian

rjanjian kerja sama ini akan

kerja sama ini

........................................................................................................
........................................................................................................
........................................................................................................
........................................................................................................

........................................................................................................

. Perjanjian kerja sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) oleh PARA PIHAK, tanpa paksaan dari

Pihak manapun dan ditandatangani diatas materai secukupnya serta mempunyai kekuatan
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hukum yang sama dan dapat diperbanyak dalam bentuk foto copy sesuai kebutuhan apabila
diperlukan.
2. Perjanjian kerjasama ini dianggap sah/berlaku setelah ditandangani oleh PARA PIHAK pada

hari ini tanggal sebagaimana tersebut di atas.

PIHAK PERTAMA PIHAK KEDUA

RS PKU MUHAMMADIYAH BLORA RSUD Dr. R SOETIJONO BLORA
Direktur

&
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